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	Capaian Pembelajaran: Mahasiswa memahami/ mampu membuat/ menyusun: Perencanaan Pembangunan, Pengelolaan Keuangan (APBDes), Regulasi di Desa serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
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	Kemampuan akhir yang diharapkan
	Bahan kajian (materipelajaran)
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	I
	Mampu memahami rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) semester

	Uraian rancangan pembelajaran:

· Kompetensi yang dicapai

· Lingkup materi ajar

· Aturan kuliah (kontrak belajar), tugas, ujian dan penilaian.
	Ceramah dan diskusi
	100 menit
	-
	-

	II-III

	Mampu memahami dan menjelaskan prinsip dasar pengelolaan Desa
	Refreshing Pengetahuan yang diperoleh dari matakuliah Tatakelola Desa 1: Kewenangan Desa, village good governance, Aktor Tatakelola desa, Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Musyawarah Desa, Siklus Tahunan Kegiatan Pemerintah Desa
	Ceramah dan diskusi
	200 menit
	Kejelasan pemahaman tentang village good governance, Aktor Tatakelola desa, dan Kelembagaan Desa

	10%


	IV - VII
	Memahami/ mampu membuat/ menyusun Perencanaan Pemb. Desa

	Perencanaan Pembangunan Desa

Format dan teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)


	Ceramah dan diskusi
Praktik (Penugasan)
	400 menit
	Kejelasan kemampuan mengkritisi Proses Perencanaan Pembangunan Desa
	30%

	VIII - X

	Memahami/ terampil dalam pengelolaan Keuangan Desa 

	Sumber-sumber Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa dan Teknis Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDesa)

	Ceramah dan diskusi
Praktik (Penugasan)
	300 menit
	Kejelasan kemampuan mengkritisi Pengelolaan Keuangan desa
	25%

	XI -XII
	Memahami/ mampu menyusun Produk Hukum di Desa

	Berbagai Regulasi yang ada di Desa, Format dan Teknis Penyusunan Peraturan Desa (PERDES), Peraturan Kepala Desa (PERKADES) dan Peraturan Bersama Kepala Desa (PERMAKADES)
	Ceramah dan diskusi
Praktik (Penugasan)
	200 menit
	Mampu menjelaskan Format dan Proses Penyusunan Regulasi di desa 


	20%

	XIII-XIV
	Memahami/ terampil menyusun
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), LKPD, Informasi PPD Akhir tahun anggaran dan Akhir masa jabatan 
	Ceramah dan diskusi
Praktik (Penugasan)
	200 menit
	Kejelasan pemahaman dan mampu mengkritisi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa


	15%
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